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Abstrak

Ameia Apriliani/222016255/2020.Efektivitas  Tax  Amnesty  Untuk
Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui efektivitastax amnesty Dan Rasio
Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Di Indonesia. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa evaluasi
penyelenggaraan tax amnesty Pendapatan Negara dan Rasio Pgjak di Indonesia.
Metode pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis
dokumentasi penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak efektifnya Pendapatan
Negara Sesudah tax amnesty dan Hasil lain menunjukkan bahwa menurunnya
Rasio Pgjak Sesudah tax amnesty yang berstatus Di Indonesia.

Kata kunci: Tax Amnesty
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sasaran utama dari kegiatan keuangan negara indonesia di bidang penerimaan
dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber—sumber
penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesual dengan
kebutuhanpembangunan. Dari data yang didapatkan kementrian perindustrian republik
indonesia sector industry pengelolaan mencapai meningkat besar di tahun 2015,
meskipun lebih kecil dibandingkan di mana tingkat ekspor industry pengelolaan.
sedangkan tingkat impor pada tahun 2015 mengalami penurunan di tahun 2016 hal ini
menjadi salah satu indikator bahwa tingkat pertumbuhan industry di indonesia mengalami
perbaikan setelah penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di tahun 2015.
Peningkatan populas usaha ini seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan
pemerintah dari sektor pajak.

Pgjak adalah iuran rakyat yang masuk ke kas negara berdasarkan undang—
undang(sifat memaksa) tanpa jasa imbal balik yang akan digunakan untuk membayar
pengeluaran kepentingan umum sumber utama dari salah satu negara berkembang yang
tingkat perekonomiannya rendah. Pendapatan negara berasal dari pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat di artikan sebagai pungutan yang
dilakukan oeleh negara kepada warga negaranya berdasarkan undang — undang dimana
atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontrapertasi secara langsung kepada
warga negaranya.

Pajak sebagal penerimaaan negara harus dinilai positif, karena melalui pajak
kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan dan pengembangan negara

berasal dari yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan negara



berasal dari masyarakat sendiri bukan dari bantuan negaralain. Keadaaan yang seperti ini
akan berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak
bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. yang
memiliki peran strategis ini seharusnya mendapatkan perhatian yang penting dari
masyarakatPurnawati (2014) menyatakan bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu
negara harus mempunyai prinsip manfaat (benefit principle) yaitu diharapkan manfaat
lebih tinggi dibandingkan pagjak yang dibayar oleh wagjib pgak serta pgjak harus
mempunyal prinsip keadlian (equity principle). dibayar dengan cara menekan beban
paj ak.

Direktorat Jendreal pajak (DJP), kementrian keuangan mencatat realisas
penerimaan pajak migas 2014 tetapi untuk realisas penerimaan dari wajib pajak orang
pribadi (Hudlin,2015). seperti yang disampaikan oleh wakil menteri keuangan
Mardiasmo, bahwa setoran pajak dari wajib pajak dari kalangan non-karyawan atau
memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya
tingkat indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Hudlin, 2015).

Dari kementrian mengenai APBN tahun 2016 Lebih rendah dari yang diusulkan
dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Target ini bersumber dari penerimaan perpajakan
didasarkan atas beberapa kebijakan dan penerimaan negara non - paak rasio
penerimaaan Negara terhadap PRDB atau tax ratio dalam tahun 2016 (APBN,2016).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur Aisyah Jamil (2017) berkaitan
dengan efektivitas penerapan tax amnesty di indonesia menyimpulkan bahwa penerapan
tax amnesty di indonesia wajib pgjak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis
tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua tax amnesty
pada tangga 30 September pada tahun 2016 yaitu 62,41% atau hanya mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan,



dari perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada tahun 2016 mengalami
penurunan sekitar 3,49% dari tingkat efektivitas pagjak tahun 2015. Dari kedua analisis,
dapat dismpulkan bahwa penerapan tax amnesty periode selanjutnya, baik berupa
kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat
untuk mengatasi masalah pengindaran pajak di indonesia.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh James Alm (2009) yang menyebutkan
bahwa tax amnesty berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangkapendek,
meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatrias modal atau
aset, transis menuju sistem perpajakan yang baru.

Tax amnesty merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan
dengan melakukan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar
tebusan jumlah tertentu dengan tujuan memberikan kesempatan kepada wajib pagjak yang
tidak pernah patuh terhadap pajak menjadi patuh. Selain itu juga berlaku di indonesia
pada tahun 1964. Di era pemerintahan soekarno, kebijakan ini dikeluarkan untuk
mengembalikan dalam revolus pada saat itu Tax amnesty tidak berjalan dengan baik
sehingga dilakukan kembali pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ini tax amnesty selain
untuk memperoleh dan meningkatkan penerimaan pajak juga mengubah sistem
perpgjakan yan berlaku, yaitu dari official assesment system perhitungan besar pajak
dilakukan oleh wajib pgjak sendiri namun tax amnesty yang dilakukan pada tahun 1984
masih belum sempurna. pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan undang —
undang tax amnesty No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Langkah yang diterapkan pemerintah untuk mencapa target perpajakan
didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam
rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim menjaga stabilitas

ekonomi nasiona dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan



perpgakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilaitambah industri
nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi
barang kena cukai (APBN,2016).

Undang-undang pengampunan pajak memiliki tujuan untuk mendongkrak
tunggakan pajak dan menyimpan uang di luar Negeri diharapkan dapat kembali ke
indonesia dengan membawa keuangannya di dalan negeri, hal ini dilakukan karena
banyak warga negara indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. Data Direktorat
Jendera Pgjak Fakta yang terjadi, kewenangan diberikan tidak sepenuhnya dijalankan
oleh wajib pagjak untuk perpajakannya di indonesia, justru itu membuat pajak yang lebih
mudah untuk menyelenggarakan kewajiban perpgjakannya, Hal ini ditunjukkan dengan
rendahnya terdaftar. Tingkat kepatuhan wajib orang pribadi dan penjelasan diatas terkait
upaya yang dilakukan oleh accubt resentative.

Mattielo (2005) menyatakan bahwa kebijakan tax amnesty mempunyai manfaat
jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, tax amnesty dapat
meningkatkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak sudah di laporkan kepada
pemerintah di tahun sebelumnya.

Berbeda dengan halnya, dengan penerapan adanya sesudah dan sebelum tax
amnesty wajib pajak bisa menerapkan tax amnesty dengan menggunakan pembukuan
akuntans yang sesuai dengan standar yang berlaku sesuai  secara komprehensif.
Kemudian tax amnesty menjelaskan adanya sebelum dan sesudah tax amnesty di

indonesia pada tahun 2015 dan 2016



Tabel 1.1

Target Penerimaan Tax Amnesty dan Realisasi Penerimaan Tax Amnesty

Sebelum TaxAmnesty Target Penerimaan Tax Amnesty | Realisas Penerimaan Tax
Amnesty
2014 274.693.130.000 205.570.654.060
2015 373.620.940.000 446.499.464.507
Sesudah Tax Amnesty
2016 494.949.043.010 547.517.058.253
2017 410.099.969.000 417.320.233.307

Sumber : Artikel arisma (2016)

Berdasarkan Tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa jumlah Target
penerimaanTax Amnesty mengalami peningkatkan pada tahun 2014 sementaraitu jumlah
Target penerimaan pajak sesudah tax amnesty mengalami penurunan pada tahun
2015target penerimaan Tax Amnesty pada tahun 2014 sebesar Rp. 274.693.130.000 pada
tahun 2015 terjadi penurunan sebesar RP. 373.620.940.000 tetapi sesudah tax amnesty
pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar RP. 494.949.043.010 tetapiterjadi
penurunanpada tahun 2017 sebesar RP. 410.099.969.000 sedangkan realisasi penerimaan
tax amnesty pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar RP. 205.570.654.060 sedangkan
pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar RP. 446.499.464.507 sedangkan pada tahun
2016 terjadi kenaikan sebesar RP. 547.517.058.253 sedangkan pada tahun 2017 terjadi
penurunan yang sangat rendah sebesar RP. 417.320.233.302 hal ini menunujukkan bahwa
penerapan tax amnestyyang dilakukan oleh pemerintah belum berhasil dalam

meningkatkan Realisas Penerimaan Tax Amnesty.



Pendapatan Negara saat membahas tema mengenai sumber pendapatan negara
biasanya orang langsung menghubungkannya dengan pajakTapi jika sumber pendapatan
negara bukan hanya pajak untuk membiaya penbangunan, indonesia mengandalkan
pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Pajak memang salah satu sumber
pendapatan negara yang punya sumbangsih besar. Tapi, beberapa sumber pendapatan
negara juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Lantas, apa sga sumber
pendapatan negara saat ini pendapatan negara dalam undang-undang Nomor 17 tahun
2003 tentang bahwa keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua
penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak
serta hibah dari dalam dan luar negeri. Dari tiga penjelasan tersebut disimpulkan bahwa
sumber pendapatan negara berasal dari tigan sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah.
Tiga sumber ini yang jadi lambung penerimaan kas negara. Besarnya penerimaan yang
diterima negara ditetapkan oleh kementrian keuangan atas persetujuan presiden yang
dibahas bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat (http/www.pendapatan
negara.finance.detik kemenkeu).

Pada dasarnya, dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu
negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan negara adalah hal penting karena memiliki
banyak manfaat, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara.

2. Mengevaluas kinerja perekonomian dalam skala tertentu.
3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu
4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor.

5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara.

6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara.



7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara
lain.
8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar

Negara.
Tabel 1.2
Realisas Pendapatan Negara Dalam Ribuan
Tahun Penerimaan Pgjak Jumlah Pendapatan
Negara
2015 873.873.892.399 2.210.599.653.369
2016 980.518.133..319 1.338.109.629.172
2017 856.143.011.143 1.325.551.137.865
2018 847.435.059.435 1.225.420.133.835

Sumber: www. Kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.2 tersebut terlihat masih ada jumlah pendapatan negara yang kecil
yang menggambarkan negara tersebut cenderung kurang dalam mengungkapkan
penerimaan pajak.masih terdapat negara tersebut kurangnya atas keterbatasan dalam
menyelesaikan kegiatan dan memperoleh penerimaan pajak negara yang tidak lanjut
terhadap temuan pendapatan negara yang tidak lanjuti maka semakin rendah pula jumlah
pendapatan negara maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan penerimaan pajak di
negara beberapa negara belum memiliki peraturan negara tentang konsultas pajak dan
pelayanan pgjak Belum ada peraturan tersebut menandakan bahwa kurangnya kepatuhan
terhadap peraturan dan proses pelayanan, sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi

dengan konsul pajak dan batasan terkait hak dan kewajiban. Rendahnya jumlah



pendapatan negara di beberapa negara dapatmemungkinkan terjadinya tinggi tingkat
kebocoran RAPBN, menimbulkan praktik kolusi dan nepotisme dalam negara di
indonesia tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, pendliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengambil judul Efektivitas Tax Amnesty Untuk Menigkatkan Pendapatan
Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang
dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Tax
Amnesty dan rasio pgjak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiefektivitasTax amnesty

danrasio pgak untuk meningkatkan pendapatan negaradi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan secara empiris
tentang tax amnesty dan rasio pgjak di Indonesia.

2. Bagi masyarakat di indonesia
Di harapkan memberikan informasi tentang pagak, tax amnesty dalam
pelaksanaan pgak khususnya untuk meningkatkan pendapatan negara di
Indonesia.

3. Bagi pembuat kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijkan
terutama dalam melalui mengembangkan tax amnesty dalam meningkatkan

pendapatan negara di indonesia agar efektif.



4. Bagi Almamater
Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang
berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian

selanjutnya.
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